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ABSTRAK 
·•

Beberapa kebijakan yang telah diambil Pemerintah untuk meningkatkan jenj:mg 
p__endidikan formal Pegawai Negeri Sipil diantaranya melalui pemberian ijin bclajar dan Lugas 
belajar. Tugas belajar diberikan kepada PNS yang potensial dan selektif dengan tujuan 
tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi secara spesifik. 

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sii;il yang akan ditugasbelajarkan tcluh diatur dalam 
pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Teng.ill Nornor 7 Tahun 1976 tentang Tugas Belajar 
bagi Pegawai Negeri dalam wilayah Provi11si Jawa Tengah. Kendala yang te1jatli selarna ini 
adalah proses penentuan Pl'iS yang akan dius11lkan menjadi Mahasiswa Tugas Belajar 
menjadi tidak obyektif dan sering terjadi PNS yang seharusnya tidak berhak dii1�ulkan tetapi 
malah mendapatkan kesempalan untuk mea1jadi Mahasiswa Tugas Belujar. Hal ini 
dikarenakan belum adanya indikalor p•!11ilaia11 yang jclas Lian modd pe11ilai,111 u111uk 
penentuan PNS yang akan diusulkan menjadi M.ihasiswa Tugas Belajar yang ada selama ini 
belum digunakan dc1igan baik schingga rne11jadikan pimpi11an kesulitan dalam proses 
penga111bih1n kepulusan dan letjadi kelidaklcpa1a11 dalam 111ene11lukan Pcgawai Ncgcri Sipil 
yang akan diusulkan menjadi Mahasisw,; Tugas Ue!ajar. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mcnyediakan Sistem Pemlukung Kepulusan 
berbasis web sebagai alat bantu yang mampu membcrikan d11kungan bagi pimpinan dalam 
pengambilan keputusan untuk penentuun Pegawai Negcri Sipil yang ukan diusulkan 111c11judi 
Mahasiswa Tugas Belajar secara tepat dan obyektif. Agar Sistem Pendukung Keputusan ini 
benar-benar tercipta dengan baik, maka dilakukan proses pengembangan perangkat lunak 
yang didasarkan pada rekayasa pernngklll iunuk yang benar. �fodel pengembungan perang1<at 
lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah model incremental.

Tcsis tni akan menguraikan aktivitas-aktivitas dat' produk-produk yang diha�ilkan 
pada masir,g-masin·g tahap pengembangan. Peranca11gun Sistem Pendukung Keputusan 
dilakukan secara lengkap sampai der,gan tah:ip implementasi. Pada tahap akhir 
penger:ibangan perangkat lunak, dila�.;.ukan evaluasi lerhadap proses dan produk 
pengembangan perangkat lunak. Kesim!)ul.1n tentang hal-hal apa yang telah dilakukan dan 
saran-saran apa yang diusulkan pada penge.mbangan perangkat lunak i11i akun diulas pada 
bagian akhir Tesis ini. · 

Kata kunci: Mahasiswa Tug:1s Belajar; Sistcm Pendukung Keputusan; 
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ABSTRACT 

Some policy that have wken by the goverrunent to improve the cil'il sava11t formal 
education such <IS through by giving study per111i.1·.1·iun and job le"ming. 
Job learning is given to the selective and poteJ11i£1I cil'il servant with a certain p111pose and 
suitable with the organization specific need.  

The q11alijication.1· of the civil servant tlwt will he student 1111 job le11ming, have 
organized on the chapter 6 of Ce11trnl Java /Jm,,ina lfrgio11 Uegulat/011 n111111Jer I in I 'J7(J 
about job lea ming to the civil servant i11 the C('Jlt r:il }£1va Province. The ob.1·tac/,, that 
happened during this time is a civil serva11t certainly process that will be propo.l'ed to be 
student on job learning becomes not objP.l'lil't' and there is often happened a civil savant 
who should not proposed b11t he gets the apporr11nity to be student on job leami11g. 1his 
matter is caused hy there is no clear e,,,i/11atit,11 indicators and the assessment 11wdd ,vhich 
is exist is not appropriate so the leader has ,, difficulty iu the pruces.,· of draw t/1e decision 
and incorrect in the procesJ· of decisive the civil ser,,ant that will be proposed tu be student 
on job learning.  

This research aim to prepare ihe web based Decision Support System as a 
equipment support that can give a support tu the leader i11 the clecisio11 conception to the 
f<1_rmation of civil servant that will be propo�·ed to be student on job teaming objec:ti\,ely and 
literally in order to this Decision Support System really good created. So it 11111st be done ·1he 
software engineering process that based on the right .\'()fiware e11gi11eeri11g. /11cre111e11tal is a 
model of software engineering that 11std i1: this rc'seal'<'h. ., 

11iis thesis IVill explai11 the dctivitil'Y (Ill(/ rcs11lt.1· prod11cetl i11 l't!t'il th:1·1·lu11111e11t 
phases. Design the Decision Support Svste111 cvnducted completely to the i111ple111e11wtion 
level. At the last phases, sojhvare devetop111e11t 11ru�·ess and res,i/ts lire e1'<1l11<1tcil. The 
conclusion of what are the things thM havt· doll'! a11d what are the suggestions tltw will be 
proposed in this soft1Vare development process ,viii bf! wrnpped in the last 1><11·t of' this thesis. 

Keywords: Swdent 011 Job Leaming; Decision Support System; 

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 

· pemerintahan dan pembangunan seeara berdaya guna d,111 bcrhusil guna. Sclanjut11y,1 u11tuk
memenuhi tujuan tersebut diperlukan PNS yang pruJ'esio11,d, berta11ggung jawab, jujur dan
adil _ mclalui pcmbinaan yang di laksanakan berdas:1rka11 si!->l('i'll prcstasi kerja <Ian sistem
karier yang diti1ikbern1kan pada sistem prestasi kc1ja, schin,;ga dap,11 dihasilk.111 pc11il,uan
yang obyektif Lerhadap kompetensi PNS 11 ].

Begitu juga denga11 l'c111eri11,ah · l-'rovi11si .fawa Tengah, s1.:n,1111i,1sa bcrusaha
meningkiltkan kualitas SDM AjJaratur y;111g di111i!iki1:ya 111elalui 11wnaje111l:n PNS y,mg
komprehensir da11 sistema(is. Dianl.ira up:1ya yang dilak11k,111 oich Pem<.:rintali l'rovi11si Jawa
Tengah adalah mel,ilui pe11didika11 dan pel,1tihan 11;k11is sella rungsio11al. Dan y.111g paling
mendasar adalah peningkatan kualilas SOM melalui pemlidikan formal kc jcnjw1g yang lt:bih
tinggi.

Beberapa kebijakan yang telah diambil Pemcrintah untuk meningkarkan jenjang
pendidikun fo:-n,ul Peguwui Negeri Sipi! ditmt,1r,111ya 111t:l,dui pe111beria11 ijin b\!l.ijar dan tugus
belajar. Tugas belajar dibt:rikun kepadn PNS y,111g pllls:11sial ditn selektil' cle110a11 tt1juan
tertentu �esuai dengan kebutuhan org.1r,is,1si s..:c.1r.1 .,p..:sifik.
Pemberian tugas belajar tcrsebut didas,•.rkan pada Peraturnn Prcsiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun I 96 I yang dalam pasal I rne11egaska11 bahwa tugas belajar diberikan untuk
menuntut ilmu, mendapat didikan atau lmihan keahli,111, baik di dalam maupun di luar negeri,
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dengan biaya negara al;1u de11gan biaya Pe111eri11tah Negara Asing, B,1tlan lntcrnasi1Jnal atau 
Sadan Swasta Asing [2]. 

Selanjutnya Jawa Tengal1 menimlaklanjuti tk11)!a11 Pcraturan Dm:rah l'rovinsi l);1cr;1h 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tuhun I 1r/6 11:111111,g Tug:1s Uclt1j.ir bagi Pcguwui Ncgcri 
dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pasal 2 Peraturan Daerah lcrscbut uitegask,H1 
bahwa tujuan pemberian tugas belajar bagi Pegaw11i Ncgeri aduluh untuk mcrn:ukupi 
kekurangan akan tenaga ahli dan atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi 
mutu kecakapan Pegawai Negeri unla111 hl,bunga1111ya dengan pembinaan karicr dalam 
lingkungan Provinsi, Dinas-dinas dan Daerah Tingka1 [I [3]. Dengan ad.inya tugas belajar 
tersebut diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Daerah 
dapat dilaksanakan secara berdaya guna dar, berilasi I gun a. 

Untuk dapat mencapai tujuan terseb111 diatas, maka Gubernur Jawa Tenguh 
menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang mcmenul1i p..:rsyaratun untuk melnkukan tug;1s belajar 
secara selektif. Oleh karena itu secara ben<'.hap clisele11gg;1rakan seleksi lerhadap PNS yang 
akan diberikan tugus bel:1jnr. Melalui tahapan sekksi ini diharnpkm1 dupal dihasilkan PNS 
yang mempunyai komilmcn d:111 la11ggu11g jaw:1l> yang linggi u111uk l\lc11ydcsaika11 1ug<1s 
belajarnya dengan sebaik-baiknya. Schi11gga pad:: gilira1111ya dapal 111c11ghasilk:111 l'NS ya11g 
lebih berkuulitus da11 dapnl me11jala11ka11 1ug:1s pokok d:111 fu11gsi11ya sccarn opti111al, 1crula111a 
dalam memberikan pelayanan kepada 111asyar:il.;at. Sehi11gga pad:1 gilirnnnya ku,llitas da11 
profesionalisme PNS dapal diti11gk;1lka11.  

Sebenarnya sy:trut-syaral PNS yang akan ditugasbelajarkan telah cliatur dalam p:1-�al 
6 Peraturan Daeruh Provinsi fawa Tcngah No111or 7 Tahun 1976 y,1itu [3 ]: 
a. Syarat-syarat pokok :

I. Berstatus Pegawai Negeri baik l.iki-laki maupun perempuan;
2. Mempunyai konduite mernuaskan;
3. Bebas G.30.S / PK.1;
4. Telah mempunyai masa kcrja dal,,m pangkat terakhir sekurang-kurangnya 2 lahun;
5. Umur setinggi-tinggi11yu 40 tallun;
6. Dinyatakan lulus ujian penyaring:in; 
7. Berbadan sehal yang clinyatakan o!eh Doktcr Negeri.

b. Sy:i.rat-syarat khusus :
I. Mempunyai dasar pendidik,:n se!;uai persyarata11 ya;1g diminta;
2. Mempunyai kepribadian bnik;
3. Bersedia menandatanga11i perjanjian tugas belajar.

Dengr,n hanya menggunakan indikt\lo,· dasar yailu syarat pokok da11 khusus
sebagaimana tersebut di atas, kendala yane terjadi selama ini adalah proses penentuan PNS 
yang akan diusulkm1 menjadi Mahasiswu TL1gas Uelajar rnenjadi tidak obyektif Ja11 sering 
terjadi PNS yang seharusnya 1idak berlrnl-: uiusulk;111 lelapi u1alah mendapa1ka11 kl.'sl.'111p:1tan 
untuk mer:jadi Mahasiswa Tugas Belajar. 

Hal ini dikarenakan model penilaia11 untuk pene111u,111 PNS yang :1ka11 diusull;.an 
menjadi Mahasiswa Tugas Bd,uar yang :1da selama ini belum digimakan denga11 baik dan 
belum adanya suatu sistem pendukung ket;u1usan schingga menjadikan pimpintin kcsulitiln 
dalam proses pengambilan keputusan dan terjadi k<:!tidaktepalan dalarn mcnentubn PNS 
yang akan diusulkan menjadi Mahasiswa Tugas Bel ajar. 

Dikarenakan pelaksanaan Tugas 3elajar ini rnernbutuhkan biaya yang dianggarkan 
melalui Anggarun Pt'ndt1p:1lan dan Belanj.i Daerah (APBD) Provinsi .lawa Te11gah n1aupun 
Anggaran Pendapr.tan dan Belnnja N�garn (APBN), perlu diperhatik.111 k.::1ersediaan 
anggaran dengan kuota PNS yang akan diusulkan mcnjadi Mahasiswa Tugas Belajar. Hal ini 
untuk menjarnin agar setiap Mahasiswn Tugus Belajar n:ernperoleh biaya pendidikan sampai 
dengan selesai masa Tugas Belajar. 

Adanya perubahan Struktur Organisasi clan Tata Kerju (SOTK) di Pe111erintah 
Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pcraturan Pc111erin1ah Republik I11du11esia Nornor 41 
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Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu mendapat perhatian karena terkail 
dengun penemputnn kembali Mahasiswu Tugas Belujar selelah selt:sai menempuh 
pendidikan. Di mana, harus dipertimbangkan kesesuaian antara ilmu yang diperoleh dcngan 
instansi tempat bertugas kembali agar dapat berm,!11faat dan tujuan dari Tugas Belajar tiisa 
tercapai. 

Adanya kemajuan teknologi komunika�i dan informasi yang pesat rnembuat Lata 
kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi tlan informasi dala111 
proses pemerintahan (e-govemmenl) akan meningkutkan efisiensi, efektifitas, 
profcsionalisme, transparansi dun akuntabilitas penyelenggaruan (good governance) [4]. 
Penyelengg:iraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan pada asas umum 
penyeh:nggaraan negarn sebagai Luntulan masyarakat unluk terwujudnya apm·atur pe111eri111ah 
yang demokratis, nelral, proporsional, profesional, akuntubilit.:s, efisien, efektif, berkeadilan, 
bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyurakat [5). 

Karena fungsi utamanya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan 
prosedur, maka penerapan konsep e-government memerlukan perubahan struktur organisasi 
pemerintahan itu sendiri (6). Di dalam konsep e-government tersebut bisa dikembangkan 
sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang fungsinya membantu pimpinun dalam 
mengambil keputusan. 

Seiring dengan perkembangan leknologi informasi, SPK memadukan sumber daya 
intelektual dari individu dengan kapnbilitas kompuler uutuk meningkalkan kualitas 
·keputusan. SPK adalah sistem berbasis komputer bagi para pe11gambil keputusan manajemen
yang mc:nangani masalah-masalah tidak terstruktur (7).

Dengan lerbangunnya sebuah SPK fJerbJsis web untuk penentuan PNS yang akan
diusulkan menjadi Mahasiswa Tugas Belajar pada Provinsi Jawa Tengah ini, rnaka akan
mempermudah proses penentuan, memudahkankan pimpinan mengambil kepulusan dan
menjaga kualitas PNS yang akan ditugasbelajarkan. Hal tersebut pada gilirannya akp.n
mempercepat terciptanya kualitas dan profesionalisme PNS.

.. 

2. TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan  

Pada awal tahun I 970, Scott Morton mengartikulasikan konsep Sistem Pengambi Ian 
Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS). didefinisikan sebagai sistem berbasis 
komputer yang interaktif, yang membt11llu pura penambil keputusun untuk mcnggunukan 
data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur. Definisi 
lainnya diajukan oleh Keen dan Scott Monon ( 1978); sistem pengambilan keputusan 
memadukan sumberduyu inLelekluul dari indivitlu dengun kupubilitus komputer untuk 
meningkatkan kualitas keputusan. DSS adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi 
para pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masaJah tidak terstruktur 
[7]. 

Sebagaimana definisi di atas Sistem Pendukung Keputusan memiliki karakteristik 
dan kapabilitas yang berbeda dengan sistem informasi lainnya. Karakteristik Sisiem 
Pendukung Keputu8an (7) antara lain: 
a. Menyediakan dukungan kepada pengambil keputusan, terutama pada masalah semi

terstruktur dan tidak terstruktur, dengan menyertakan penila1an manusia dan informosi
terkomputerisasi.

b. Menycdiakun dukungun untuk s1a:111uu lt.:vul 111u11ujeriul, duri eksckutil' p111H.:.tk sa111pai
muuajer lini.

c. Menyediakan dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur
sering memerlukun keterlibatun indlvidu duri depunemen dun tingkut orgunisusionul
yang berbeda atau bahkan dari organisasi lain

-·-
·
-·-

·
-
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d. Menyediakan dukungan untuk kcputusan i11depcndc11 dan atau sckuensial. Kcputusan
bisa dibuat satu kaii, beberapa kali atau bcnilang (dalam interval yang sa111a).

e. Menyediakan dukungan semua f;1se proses pcngrnnbilan keputusan: inteligcnsi, desain,
pilihan dan implernentusi.

f. Menyediakan dukungan diberbagai proses dan gaya pengambilan keputusan.
g. Sistem pengambilan keputusan adapt;f dan flek:;ibel.
h. Mudah digunakan, user merasa nyaman pada saat berinteraksi dengan sistem.
i. Lebih banyak digunakan untuk meningkatkan efektititas pembuatan keputusan (akurasi,

hemat waktu, kualitas) dibandingkan dengan elisiensi biaya yang dibu1uhkan untt1k
mengambil keputusan.

j. Pengambil keputusan dapat mengontrol setiap tahapan proses pengambilan keputusan
dalam memecahkan masalah. Sistcm pengarnbilan keputust111 ,Jiarahkt111 untuk
mendukung keputusan dan bukan mengga11tik;111 pcmbuat keputusan.

k. Mernungkinkan pengguna akhir untuk nH:111ba1;�un sendiri dan memodil'ikasi sistem
sederhana.

I. Menggunakan model yang di111anl'aa,ka11 untuk an:ilisis situasi peng;1mbil,111 kcputusan.
Ke111ampuan pemodelan1,ya 111emungkinka11 ekspl'l'i111e11 dalam berbagai strategi yang
berbeda pada konligurnsi yang bcrl>cda pula.

m. Dapat mengakses berbagai sumber dat.i, format maupun tipe mulai dari Sistcm lnformasi
Geografis (GIS) sampai pada sistem yang berorientasi objek.

n. Dapat dilakukan sebagai alat stwululone, dapat diintegrasiktin dengan SPK lain dan atau
aplikasi lain dan dapat didistribu:;ikan sec.:arn internal maupun ekstl!rnul <.k:ngun
menggunakan networking atau teknologi web.

Karaktt!ristik dan kapabilitas Sistem Pengambilan Keputusan terse_put 
memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dun 
konsisten pada suatu cani yang dibatasi w::iktu. 

,,. 

2.2 Pcrancangan Model bzcremental 

Model incre111e1;tal rnerupakan salah satu jenis Evolutio11c11y Software Process 
Models yang hersifat iteratif/mengandunu peru Ian gun [ 17 ]. Hasil proses berupa produk yang 
makin lama makin len�kap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari 
proses. 

Keuntungan dari pengembangan sistem model incre111enwl [ 17 J adalail: 
a. Mengkombinasikan elemet-elernen dari model wotr'1fctll <lengan sifat iterasi/pcrulangan.
b. Element-elemen daiam model watrujcill dikl!rjaka11 dc11gau h.isil bcrupa produk dcngan 

spesifikasi tertentu, i(emudian proses dimulai dari fose penama hingga akhir dan 
rnenghasilkan procluk dengan spesi! ikasi yang kbih h.:ngkap <.bri yang sl:belu11111ya. 
Demikian seterusnya hinggu semuu spesi l'ikasi 111c1111.:11uhi kcbutuhan yang ditelapkan 
oleh pengguna.

c. Produk hasil increment pe.rtama bias:rnya produk inti (core product), yaitu produk yang 
memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan olch pengguna atau menjalani 
review/pengecekan detil. Hasil review tersebut menjadi bekal untuk pembungumm p:1da 
increment berikutnya. Hal ini terus dikerjakan sampai produk yang kornplit dihasilkan.

d. Model ini cocok jikujumlah anggotn tim pe11gembnng/pembangl1n perangkat lunak tidak 
ban yak.

e. Mampu rnengakomodasi pcrubahan sccar:i ril'ksilicl. 
f. Produk y�ng dihasilkt111 pt1d11 ill\:n.!l11�11t pi:rta111.1 ln1ka11iah pm101y11c', 1.ipi pruduk y,111g 

sudall bisp berfungsi dengan spesil'ikasi dasar.

. 

---·-·-·-·-------·-·-·-----·-·-·-·-----·-·-·-·-·-·-----------·-
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Gambar 2.1: Pcngembnngan Sistem Model Incremental

Penelitian Bertrand (2006), bahwa metodologi riset dengan menggunakan modeling 
matematika secara kuantitatif berdasarkan operatio1� manajemcn, akan menciptakan dengan 
lebih tepat tentang pengetahuan di bidang manajemen operasional secara nyata. Sehingga 
memberikr.n gambaran yang sudah jela� kebenarannya dari penelitian didukung dengan 
pengalaman proses operasional secara nyutu untuk memberi urah proses membangun teori 
secara nyata [ 18). Dengan bantuan model-model yang dirancang, bantuan manajemen sistem 
basis data dan dilakukan proses terhadap model b.;se manajemen sistem dl!ngan melalui 
layar dialog sehingga user dapat berinteraksi dengan sistem, disinilah sistem pendukung 
keputusan akan menghasilkan suatu info:-masi yang akan digunakan oleh pengambil 
keputusan.  

Dengan data eksternal dan data internal, akan dilakukan proses ekstraksi data. 
Adapun proses ekstraksi data menggunakan berbagai alat bantu yang dapat menghasilkan 
basis data sistem pen<lukung keputusan, dari basis data pendukung keputusan tersebut aRan 
digunakan u11tuk mcngolah sistem pendukung keputusun, bt1sis data ini disebut dengan 
manajemen sisiem basis data (7).  

Untuk keperluan ini perancangan model incremental akan dilakukan <lengan 
menggunakan MySQL sebagai alat pengoluhan dan penyimpanan data, serta HTML d.·rn 
PHP sebagai alat pengembangan antarmukanya. 
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4. Exil 

i. Modvl Pcnll•l•n Un.sur Umum 

• M1Klrl P1olh1h111 K�1um11k11h111 
• M•wlel Pcniluian srra 1:11111 \PK 

• Mode! Pcnil.ii.ln KcM�,;u:Uom !jas.ah 
• Motlcl rcnil.ti.an Mil\a Ktrj.i 
• MnJcl Pcnilainn U5iu 
• Model rcniluWn OP:t 

l. Model Pcnilaian Unsur Khusw 
• MtK.lc:I Pcnil.1Uu; TPA 
• MuJcl l1111it.iu Tc,. Mu1ivui.i 
• M l\kl Penibi:an Tci, W.i'lll";i.Ji:o.n 

• �bkl Pr:nilaian T� klc;a.li�nc I Kcb.in.:!>a.an 

Gambar 2.2: Struktur SPK lrntuk penentuan PNS yang akan diusulkan menjadi Mahasiswa' 
Tugas Belajar 
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Berangkat dari permasalahan tersebut, der.gan menggunakan bahan-bahan pendukung yaitu 
data internal yang didalamnya berisi data SIMPEG dan data eksternal yang didalamnya 
berisi ten,ang data administrasi Calon Mahasiswa Tugas Belajar dan peraturan perundang­
undangan yang mengatur tentang Tugas Belajar, maka dilakukan rekayasa SPK penentuan 
PNS yang akan diusulkan menjadi Mahasiswa Tugas Belajar dengan modei incremental 
yang terdiri dari analisis, desain, coding dan testing.

Dari model incremenral ini diharapkan dapat terbangun sebuah SPK yang rnampu 
memberikan manfaat yaitu membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk 
penentuan PNS yang akan diusulkan me11jadi Mahasiswa Tugas Belajar pada Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah secara tepat dan obyektif.  

3.2 Metode Pengembangan SPK 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proses pengembangan model incremental 
(incremental model) seperti yang dikemuknkun oleh Roger S.Pressman [ 17), uengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Analisis

Pada Lahap ini lebih difokuskan pada kegialan analisis data yang berhubungan dengan 
sistem, penafsiran kebutuhan dan diagr:os,1 ma:rnlah dengun mendcfinisikan sasaran dun 
lujuan uari SPK, mencntukan kunci kcputusan-kcputusan uari penentuan PNS yang 
akan diusulkan menjadi Mahasiswa Tugas Bel.\jar di BKD Provinsi Jawa Tengah. 
Kegiatan pengumpulan data dan idcr.tifikasi kebutuhan SPK dilnkukan pada Lahap ini. 
Data yang digunnkan dalam pengembangan SPK ini antara lain: 
I. Data Internal, berupa data kepungkalan. usia, dan 111asu kc,ja PNS yang berasal duri 

database SIMPEG BKD Provinsi Jawa Tengah.
2. Data Eksiernal, berupa dala adrninislra�i Calon Mahasiswa Tugas Belajar, yang

terdiri dari data nilai STTB/IPK, ke:.esuaian ijasah, nilai Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), 11ilai Tes Potensi Akademik (TPA), nilai Tes
Motivasi, nilai Tes Wawasan, dau nilai Tes ldealisme/Kebangsaan.
Di sarnping itu diperlukan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kepegawaian dan Tugas Belajar, diantaranya:
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I 2 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar.
• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Non1or

SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemherian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil.

• Peraturan Daerah Provimi Daerah Tingkat J Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976
tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri d,.lam Wilayah Provinsi Daerah
Tingkut I Jawu Tengah.

3. Ekstraksi Data
Ekstraksi data adalah suatu pro:;es yang dilakukan unluk menghasilkan basis data
SPK dari data internal maupun darn eksternal. Dengan dilakukannya ekstraksi data,
maka akan dihasilkan basis data SPK sehingga dengan tersedianya basis data
tesebut dapat dilakukan pengolahan data yang dibutuhkan untuk proses penilaian
dalam penentuan PNS yang akan menjadi Mahasiswa Tugas Belajar.

b. Desain
Pildfl rnhap perancangan in.i diti.:j\.lk.iln untuk rnenentukan spesifikasi kompon$!n­
kompone11 dari SPK )'Ullj lerdiri r.luri subsistem basisdata. subsistem 111odd, Jun
subsistem dialog.

. -
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Subsistem basisdata mer.ggunakan di.Ila internal, eksternal dan ekstraksi data. 
Sedangkan subsistem model menggunakan model penilaian unsur umum dan unsur 
khusus yang terdiri dari: 
I. Model Penilaian Unsur Umum

• Model Penilninn Kepangkman
• Model Penilaian STTB atau lPK
•

• 

Model Penilaian Kesesuaia:1 ljusuh
Model Penilaian Musa Kerja
Model Penilaian Usia

• Model Pe11ilaian DPJ
2. Model Penilaian Unsur Khusus

• Model Penil.tian TPA
• Model Penilaian Tes Motivasi
• Model Pcnilaian Tes Wawas,111
• Model Penilaian Tes ldealisme / Kebangsaan

c. Coding
Dalam tahap ini proses pemrograman (coding) dilakukan sesuai dengan lrnsil analisis
dan desain yaitu mer.ggunakan bahasa pemrograman berbasis web.

d. Testing
'• 

Dalam tahap ini meliputi pengujian secara internal maupun cksternal, di mana pengujian 
internal menggunakan metode white box dan black box, sedangkan pengujian eksternal 
menggunakan metode user ac.:cepu111ce tesr dcngan kucsioner. 

4. REKA YASA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

4.1 Model Pcnilaiun Unsur Umum 

Keseluruhan elemen-elemen di.lam unsur umu111 ini berbobot total 40% dari 
keseluruhan penilaian SPK. Kriteria unsur umum terciri dari Penilaian Kepangkatan, Nilai 
Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Iudeks Pn.!Sl,L�i Kumulatif (IPK), Kesesuaian Ijasah, 
Masa Kerja, Usia, dan Daftar Penilaian Pt:laksanaan Pcke1jaan (DP3).  •: 

Dalam penilaian unsur umum ini sesuai dengan Prinsip Dasar Manajemen 
Kepegawaian (!), bahwa PNS yang kepangkalilnnyu lebih tinggi harus diprioritaskan. Jndi 
PNS yang lebih senior dan didukung dengnn kemampuan yang memadai harus diprioritaskan 
untuk diusulkan menjadi Mahasiswa Tugas Behtj:1r, schingga perimbungan bobot penilaian 
dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 4.1: Klasifikasi Penilaian Unsur Umum 
"'
;;f.

,,...;N""'·�=t;,
=;..,., t;;-_.\.,-.·.-·.,-,,�-f•....,.'i-,,:....,""-.,,-,.::•-. -.-KI_as

_ifi_1 k_as_1
_· P-e-i-1iJ-a-ia:1 •. tI'i'f::t'.: {'·�:'Botipt (%)':;,,y,,,1�. if.

===:.:....::....:..:.:.:::-==--'--.:.:.....;....:........:.="'--'-',.=�"---"".;.;.."--":'�--'-'-''--""-'--"'--i I. Kepangkatan I 0% 
2. Nilai STTB/IPK 8% 

3.. Kesesuaian iiasah 8'½, 

4. Masa keria (1% 

5. Usia .'i'½ 
t-,---t-------·-----------·--·-----·---·-----··-·-···-·-"----6. Nil:ii Dl'3 .\'½, 

Masi11g-111w;i11g u11sur 111.:niia:,111 t,·1�L'1111t 111rn1iliki l>diL:rapa cll:111L'II pl'llil:ri:111 y:111g 
aka11 lllt.!llC!ltukan liasil ,1kllir Sl'J< y.r11g al,:i11 dig11i1:ilrn11 oll:11 purn p1.'ll/-',g111n1 d:il.1111 
menentukan suatu kepunmrn, 

Sctiup eletne11 mempunyai bubut pc11:laia11 yang bcrbcdu-beda lerganlling d,1ri basil 
penHaian kriteriu ynng nctu. Pen!li!!t111 ters�h�tt dlbl.!ri sf;.01· �et>u�ai beril-ut: -i• 

n. Angkn 3 berarti mempunyal kl'iteria Amat Baik:

-·------
- --· ------------- . ---· ---------. - . -----· .. -·-·-·-· -·-· 
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b. Angka 2 berarti rnempunyai i<riteria Baik;
c. Angka I berurti mempuny,li kriteria Cukup.

.. 

Selain mempunyai skor tiii.p-liap kriteria juga mempunyai bobot penilaian. Bobo! 
penilaian tersebut merupakan besa:-an nilai dari tiap-tiap sub kriteria penilaian yang telah 
ditentukan. 

4.2 Model Pcnilaian Unsur Khusus 

Kriteria unsur khusus merupakan lwsil pe11ilaia11 rangkaian les yang <lilakukan oleh 
BKD Pruvinsi Juwu Tei:juh 11.:rhmlnp Culu11 M11lrnsiswa Tugus Belujur. Keseluruha11 clc111en 
dala111 unsur khusus berbobot total 60% <luri keseluruhun pcnilnian SPK.  

Dalarn penilaian unsur khusus ini jika diklasifikasikan ter<liri dari dua mo<lel 
penilaian yaitu Penilaian Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 30% dan Penila)an 
Potensi Diri (Tes Motivasi, Tes Wawasan dun Tes Idealisrne/Kebangsaan) dengan bobot 
30%. Karena dalam Penilaian Potensi Diri terdapat 3 klasifikasi, maka masing-masing diberi 
bobot 10%, sehingga perimbangan bobot pe!'lilaian dirumuskan sebagai berikut: 

Tes Motivasi 

Tes Wawasan 10% 

4. Tes Idealisme/Keban 1saar, 10% 

4.3 Dekomposisi Proses 

Dekomposisi merupakan gambaran tentang penggolongan dan pengelompokan dari 
semua proses yang terjadi pada suatu sislem. 

Proses-proses yang terjadi dalam SPK untuk penentuan PNS yang akan diusulkan 
menjadi Mahasiswa Tugas Bel ajar adalah sebagai berikut: 

/-.--"' 
f ,n \ 
. fi:."XJ,:,.,n,_;.\!',; ) 

\ M,).:���A / 
\_ ,u.;1.....,J.\.t. _,,...l 

................ ··--···· ........... '···1-·•·' ......... ····-•-· ..................... , . 
1 .. w.10 G-�---- /'·-��- /-�-·�"'- /�

11.llA"rA. ) ( .U.Ull,.O..,l"A ! ·'\pt�"L4,'A.S ,I \ U.KlAA.M }

K.:::1/ �.:lf::1/ , ___ _/ '--� __ _/ 

J. I .L L, .-L .. t . ··� /- .. 
0
,.. ... , --,;· ,.. --

,/ I I ' H �/' ,u ,,., : • ,/ '1 / 11 \ / :• 'I' P /' U ' "�'°'... ,• \ol I ···-r:; ... _ I ...... I ....... l ....... I ..... : ( ....... I "".""' ···-'( ... ) I .. .,.,)
'-'-�'. <::"�:.,,�i;;'.::-''-���/ � .... ,:�·- ,,'\�::· ... _.�-·� '-- .. :"·"'.�.,,.·\, .. ��:\;.I �'!.,.:,/�;_:;;:,/ "-=:�� .. -

Gambar 4.1: Dekomposisi Proses dalam SPK untuk penentuan PNS yang akan diusulkan 
menjadi ,\tli.ihasiswa Tugas Belajar  
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pertanyaan yang dikelompokan menjadi dua kelompok pertunyaan yang lerdapat pada tabel 
berikut: 

Dari pertanyaan yang dijabarkan jelas bahwa data yang diperoleh adalah data 
Ordinal, sehingga pemberian nilai berupa ukuran interval antara sangat tinggi hingga rendah. 
rincian point pilihan adalah scbagai berik11t: 

5 = Sangat t!nggi 
4 = Tinggi 
3 = Cukup 
2 = Rendah 

= Sangal R,:nd,111 

Responden adalah PNS Sub Bidang Pendidikan dun Pelatihan Bidang Perencanaan 
<ian Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan unit pengelola 
Mahasiswa Tugas Belajar. 

Tahapan-tahapan pengujian adalah sebagai berikut: 
a. User diberikan panduan penggunaan program.
b. User dihadapkan kepada komputer yang terhubung dengan jaringan intranet BKD 

Provinsi Jawa Tengah.
c. User melakukan langkah-langkah yang tertera pada panduan penggunaan.
d. User diminta untuk mengisi Kuesioner yang dibt:rikun. 
e. Kuesioner dikumpulkan kembali untuk dianalisis.

Hasil darj ujicoba sistem yang dib:.1at memberikan data mentah berupa penilaian 
responden �ebagai berikut: 

No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

Keterangan 
Kolom A 
Kolom B 

Tabel 5.3: Reka Jawaban Kuesioner Res onden 

Responden 
Raia-

2 3 4 5 
rain 

A D E 

5 4 4 4 5 4 44 

5 5 5 4 4 4.56 

nden 3 5 4 5 5 4 4.67 

4 5 4 4 5 4,33 

5 4 5 4 5 4,56 

5 4 4 5 4 4,33 

s· 4 4 .4 4 4.22 

4 5 4 4 4 

.4 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 4.44 

Toial 47 44 43 42 44 395 43,9 

Ruta-rnta 4.70 4,40 4.30 4.20 4,40 4,39 

: Responden-n 
: Jawaban penilaian Kuc.:sic,ner user untuk pertunyaan yang bt:rkailan 

dengan Penggunaan, navigasi dan tampilan pada SPK penentuan 
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6. PENUTUP

5.3 Kcsimpulun 

Dari analisis husil implementasi da11 pengujian lerhadap sislem, Penulis menganibil 
kesimpulan bl\hwa dengan terbangunnya SPK berbasis web ini akan memberikan dukungan 
bagi pimpinan, dalam pengambilan keputusan untuk penentuar. PNS yang akan diusulkan 
menjadi Mahasiswa Tugas Belajar secura tepul dan obyektiL 

Hal ini dikarenakan SPK berbasis web ini mampu menyediakan model penilaian 
yang digunakan untuk menilai PNS yang akan diusulkan menjadi Mahasiswa Tugas Belajar 
pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunukan indikutor-indikator yang telah 
ditetapkan yaitu kriteria unsur umum yang terdiri dari penilaian kepangkatan, nilai STTB 
atau IPK, kesesuaian ijasah, masa kerja, usia, dan DP3 dan kriteria unsur khusus terdiri dari 
penilaian TPA, Tes Motivasi, Tes Wawasan dan Tes IdealismeiKebangsaan. 

Disamping itu SPK berb:isis web ini akan memberikan rekomendasi terhadap PNS 
Calon Mal:asiswa Tugas Belajar apakah Diprioritaskan, Dipertimbangkan atau Masih 
Dipertirnbangkan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan disamping itu dari hasil penilaMln 
ini dapat diperoleh informasi-informasi mengenai kualitas seorang PNS yang dapat 
q!gunakan sebagai hahan pertimbangan untuk peningkatan SOM lebih lanjut. 

5.4 Saran 

Saran-saran yang dapal peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 
a. Dengan adanya SPK berbasis web yang telah dibangun ini, diharapkan dapat 

diimplementasikan di BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola manajemen 
kepegawaian di Jawa Tengah agar diperoleh hasil keputusan yang tepat dan obyektif 
sesuai peraturan yang berlaku;

b. SPK berbasis web yang telah dibang,m ini agar lebih ditingkatkan menjadi lebih 
lengkap lagi, tidak hanya sampni proses penentuun Muhusiswa Tugas Belujur tetnpi juga 
snmpui proses penghentian Tugas Belajar dan proses pengembalian PNS ke instansi 
masing­masing pada saat selesai melaksanan Tugas Belajar nantinya:

c. Untuk lebih meningkatkan transparansi pub!ik terhadap hasil penilaian ini, agar ourput 
laporan hasil penilaian bisa diakses melalui internet oleh para Calon Muhasiswa Tugas 
Belajar. 

d. Perlu adanya tindak lanjut pene!itian maupun masukan-masukan dari pihak lain 
terhadap pengembangan sistem, misalnya memasukkan unsur biaya/besarnya anggaran 
yang tersedia c:lan unsur pengembangan strategis pl!manfaatan PNS yang sudah selesai 
Tugas Belajar nantinya sebagai indikator-indikator penilaian tambahl\n sehingga 
diharapkan diperoleh sistem yang lebih baik lagi.
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